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JUN 2021

14 Tahun 2008 tentang Keterb

dan Peraturan Menteri Dalam "ﬂsﬁﬂ
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan ”ﬂm dan
Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri  dan
Pemerintahan Daersh serta Peraturan Bupeti Pesisie
Selatan Nomor &3 Tahun 2018 tentang Pedoman
ngaialaan Pelayanan Inibrmaﬂi dan Buméntﬂﬁ di
menyusun pedoman pEI‘lgE.lmm pelmyman il'lfUI'l_l‘?_la_iﬂ clan
dokumensi bagi Pejabat  Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi di  Lingkungan Dinas Komunikasi dan
[nformatika Kabupaten Pesisir Selatan;

b, bahwa  berdasarksn  pertmbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
Dan Dokumentasi Di Lingkungan Nagari Taratsk Sungai
Lundang KecamatanPesisir Selatan

Mengingat ; I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembeniukan Daerah  Otonom - Kabupsten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi -~ Sumatera Tengah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

e

.
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Nagart Tahun anggnran 2020, 3
o Peraturun Nagari Taratwmk Sungsi Lundang
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Renciana Pembangt var
_angka Menengah ( RPJM | Nugari Tahun 2018 = 2024
20. Peraturan Nagart Nomor § Tahun 2020
lentang Rencana Kerja Pemerintahan Negari { REP-
Nagari Tahun 2021 ).
=1 Peraturan Nagari  Nomor | Tabun 2020
Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungm Lundang
Kecamatan Koto X1 Tarusan Kabupaten Pesisic Selatan;
22, Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanga Nagari Teahun
Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkean
KESATU

Reputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi D:
Lingkungan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto
Xl Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Pedoman  Pengelolaan Informasi dan  Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalamm Diktum KESATU, tercantumni
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 19 Maret 2021
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Negeri dan Pemerintahan Dacrah;: o
c. Peraturan Komisi Informasi :
i 18n Inforn Hii”l;hlik; i Nomor | Mmjm Inxﬂmg Standar

d. Peraturan  Komis! Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
| Pengklasifikasian Informasi Publik _

IT. PENGERTIAN

| a, Nagari adalah Nagari Taratak Sungai Lundang
b. Pemeriniahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagarl sebagai

unsur penyelenggara pemeriniahan desa

‘ ¢. Informasi adalah kelerangan, pernyatsan, gagasan dan tanda-tenda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, balk data atau fakta maupun
penjelasannys ysng dapat dilibst, didengar dan dibaca vang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
. teknologi informasi dan komunikasi seecara elelronik ataupun non

elektronik.

d. Informasi Publik adalah informasi yvang dihasilkan, disimpan, dikelols.
dikirimm, dan/ataa diterima oleh suaty Badan Publik yang berkaitan
dengan penvelenggara dan  penyelenggaraan | negara dan/alau

: penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya vang sesuai

dengan Undang-undang Nomor 14 Tabhun 2008 tentang Keterbukaar

Informasi Pablik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

__: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legistlatif, yudikartif dan badan

lain yang fungsi dap tugas pokoknya berkaitan dengan penyclenggaraan

. Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber darn Anggaran

Pen m dan Belama Daerah, atau organisasi non pemermtah

I-1I-. .
|
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JJ-*_-% ‘alan  petanjuk  tertulis m

IBgRrann tugas-tugas PPID.
Informasi dan Dokumentasi Publik yang

5 % S R e

informasi dan dokumentasi publi yeng berads ]
mmau Pemerintah Daerah 't.HIIE‘ Wm ﬂ!

J- Ruang Pelayanan Informasi dan Dolkumentasi yang selanjutnya
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan drlﬁ.lﬁiﬂm“f publik dan

berbagal informasi dan dokumentasi lainnya yang Lt
memfasilitasi periyaropaian informasi dan dokumentasi put

K. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antars Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Peggunda Informasl

Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan

informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Pemchon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hulaum
Indonesia vang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimansa

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

m. Informeasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalal
informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan oleh badan
publik yang bersangkutan secara berkala.

n. Mmformasi vang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi
publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum, yang harus divmumkan oleh Badan Publik yang menguasainya

peCAara seria mcria.
. IIrnjhnﬂasx yang Wgub Temﬂdlﬂ Sl:t:ﬂp Sﬂat adzalah informasi puhlik yang

p. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan tidak boleh diberikan kepada publik.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandin yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi  Publik dan  peraturan
= ﬂhkhwmyq, m::m:tapkaﬂ pctunjuk teknis standar layanan iufurmam
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2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Nagari

aratak Sungal Lundang Kecamatan Koto X1 Tarmusan RKabupaten
E&Hﬂﬁsﬁamw untuk menghasilkan layanan [nformasi Publik yang

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dﬂkumenmsl ini meliputi penjelasan

mengenial penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasiar 1, pendokurnentasian,
dan pelayanan informasi di Lingkungan Nagari Tam}: Sungai Lundang
Kecamatan Koto Xl Tarusan Kﬂ.blipﬂ.mn Pmmr Selatan,

Setiap penvelenggara pe.laya.nan publik sesuai dﬂnﬂn masing-masing tugas
dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan
prosedur dan wakiu sdbagm ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan
publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, meliputi -
1. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
clayanan informasi perlu didukung oleh Front

ﬂﬂ’ict dan Bﬂﬂk O[ﬁce )rang baik :
a. Fromt Office, melipun :

- Desk Lavanan Langsung
-~ "Desk Layanan Online
mﬂﬁ&,.mﬁmﬁ :
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<. DESK INFORMAS) PUBLIK

Umu“f memenuhi - dan melayani permintagn dun  kebutuhan
E;mn R/ pengeung informasi publile, Pejabat Pengelola Infoyrmast dan
Kumentasi melaluj desk layanan informasi publik melakukan lavanan

LT

Bidang Pelayanan Informas) don Daolomien s
B_iﬂmg Pengolalinn Data dan Kiasifikasi Loformnst
Bidang Fasilitas, Sengketa Informasi

SUAR dan  layanan melalui media - antata  laln  menggunakan

telepon /fux, email dan website (online)
S, WAKTU PELAYANAN INFORMASIT
Dalam memberikan layanan informasi kepada Pemohon Inf b

menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID
Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan,
penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerjs
Senin sampai dengar Jum'at ;

ﬂ

Senin -~ Kamis ; 08,00 = 16.00 WIB
Istirahat = 1200 - 13,00 WIB
Jumat ' 08.00 - 16.00 WIB
Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

4. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan  kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan
informasi publik, memberikan lavanan langsung dan layanan melalui
medig cetak dan elektronik (website) -

d. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik
yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanistme
pelayanan sebagal bertkut:

- Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi

formulir permintaan informasi dengan melampirkan {otocopy
Identitas Diri Pemohon dan Penguna Informasi, bagi lembaga
publik/ormas dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan
terdaltar di Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan serta AD/ART
lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi
harus jelas penggunaannya / logis serta materi atau informasi vang
diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur
dan tahun anggasran yang sedang berjalan.

Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
publit kepada pemohon informasi publik, setelah persayaratan
permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
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5. JANGKA _"Wﬂim PENYELESAIAN
a. Pruses penyelesaian untuk memenahi permintaan pemohon informasi

publik dilakukan serelah pemohon informasi publik mememahi
persyaratan vang telah ditentukar;

b. Waktu penvelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepulth] hari
kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi [PPID] akan menyampaikan pembentahuan yang
bensikan informas: yang diminta berada dibawah penguasaannya atau

tidak. Dan PPID dapa! memperpanjang waktu paling larobat 7 (tujul)
har kerja.

c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan wtdormasi publik  kepada,
pemohon  informasi  publik  dilakukan  secara  langsung, dengan

e

o e m—

menandatangani berita acara penerimaan informasi publik;

d. Jika permohonan mformasi  ditenma, maka dalam  surat

pemberitahuan juga dicantumkan maieri mfnrmn,gi yang diberikan,
format informasi , dalam bentuk hard copy atau deta tectulis. Apabils

dibutuhkan bm:m untuk  keperluan  penggandean menjacdi
tanggungiawab atau beban pemohon informasi . Bila permintaan
mformasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan
alasan penolakan berdasarksn UU KIP.

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi

publik secara gratis (tidak dipunggut biays), sedangkan untuk haya
penggandaan ditanggung oleh Pernohon Informasi.

7. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
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tertilis  kepada nm nge an'I'l"lrr?_"TrrTﬂ dan Dekumentasi
berdasarkan alasan berikut: 000 g
8¢ —. M
sebagaimana dimaksud Hnilnm.Faq_algE',.l - T

4. Penolaken atas permintaan informas '-

b. Tidak disedinkannya informasi mmﬂ:mmm
- .

c. ﬁdak ditﬁqﬁ{{ﬂﬂ emintaan informasi; de Pérmintaan informasi
ditanggapi ti aﬂn&m&umﬂ’ﬁﬂﬂfﬂr _

d, Tidak dipenuliinya permintaan informasi;

¢. Pengenaan biays yang tidak wajar; dan/atau

[ Penyampaian informasi yang melebihi waktu yeng diatur dalam

Undang-undang iat.

VL : e
Kedudukan dan Penunjukan PPID Dinas Komunikasi dan [nformatika
Kabupaten Pesisir Selatarn .

a, PPID Dinas Komunikasi dan I[nformatika berkedudukan di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan,

h. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
ditetapkan dengan Sural Kepulusan Kepala Dinas Komunikasi den

Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;

¢. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
adalah Sckretaris Dinas Komunikast dan Informatika Kabupaten Pesisir

Selatan,
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3. Penyeleksian din data den informas) publik :
dﬂlﬂ'ﬂ m@ﬁ m dan 'i‘ magi yar 18 F' "‘" a urituk L"‘L“;II ..Il.
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S. Penyelesaian sengketa pelayanan informiasi;

nformasi publik serta dokumentasi.
VIII, MEKANISME PENGUMPULAN TKASIAN,
PENDOK N DAN PEL ﬂmm'm;ﬂmk.

A. 'HE“GUHPHLAN mmw

Beberapa hal yang barus diperhafikan oleh setiap bidang di Lingkungan
Komunikasi Im_m:mnm Kabupaten Pesisir Selatan dalam

. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegatan
Mmlﬂh.mdmmgmﬂng-]ﬂn dilaksanakan nieh bidang

2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing smasing bidang.

3. Penyedinan inlormasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
sebagal berikut :

a. Mengenali tugas pokek dan fungsi masing-masing bidang;

b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;

d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen

4. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam  pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi, meliput:

" A& Gma:mujﬂ:l-:nibggmn
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Pesisir Selatan; mmm nio nl= 141 4_' e ik

4 Hasil keputisan Dinas Komunikasi fa Infoymatiis KatAl}
M"&ip:m;' dn_[! In‘uf B o | L1 IR L -‘I—._'”m‘_?-ﬂ'_:‘_"l-i : ::I‘I‘:;--'l—ll ¢ >

3 Rencana  kega  program/kegiatan

u .
JR——— .
terinaSuK

m -

t -
el

pengelusran  tahunan Dinas Konnmnikosi

Babupaten Pesisir Selatan; : A
4 Perjanjian Dinas Komunikasi dan (nformatika &

Selatan dengan pihak ketiga: .

5) Informasi dan kcbijakan yang dis i ,' ,'
Komunikasi dan Informatike Kabupaten Pesisir S¢
pertemuan vang terbuka untuk amuns _ T

6) Prosedur kerja pegawal Dinas wﬂmld:;nﬂpﬂmm
Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan -
masyarakat: danfatau

: informasi  publik

Laporan wenai  pelayanan akses R b
‘! uebagaimam:m dintur dalam Undang-Undang Nomor &3 JHSs
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. informasi yang Dikecualikan

' dalam Undang Undang Nomor 14 Tabun 2008 Pasal 17, _
jecualian hacus melalui metode uji konsekuensi Yoo
informasi tersebut dibuke:

. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatai Pmym;m

e masi. catatan dan/atau keterangan yang dibuat da fata A

oleh m;sngmasms bidang di [Dinas Knmtmﬂmﬂl dan !M@r@a

Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu PPID melayani perrminiaaltt
informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuaj dengan
erafuran perundang-undangan mdang kearsipan dan peraturan _t_“.’u.
E:IIE tata persuratan yang berlaku di Dinas Komunikasi dan
mformalika Kabupaten Pesisir Selatan.

D. PENYELESAIAN SENCKETA INFORMASI

Mekamsme Penyelesaian Sengketa Liformnasi |

_

I 3 f.a'z'r'_';_i_: Alas ﬁH']D berdasarkan alasan berikut

. penolakan  atas  permintsan  informasi  berdasarkan  alasan
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 23 agat (1 1);

 Qeting Pemohon Infarmasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
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¢ Udak ditanggapinya permintam informasi;

8. permintaan informasi ditanggnp: tidak AFbigaimans yang inLa;

¢. tidak dipenuhinga permintaan iilormani;

E- PENgenaan hiaya vang tidak wajar, :"'-”" C g

& penyampaian inlbrmasi yang meleln mm -
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pubible. '

2. Keberatan diajuken oleh Pemohon Informasi Publilc dal
wakti paling lambat 30 {tiga pulrh) hari kerja setelah dit
alasan tersebut diatas.

L At o , o vang digjokan
3. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan 380 —
oleh Pemohon Informasi Publik aﬂm‘g@@q walkt ﬁlhzalm?:taﬂ
(tiga pulub) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara - tertuli e
4. Tanggapan yang diberikan bisa berupa memberikan ;émmﬂ ?ﬁ
dimaksud dan/atau metiolak untuk mm% mmm‘ n
diajukan dengan alasan serta pemberitahuan hak O k\:pndwa mﬂ b“-'—'f‘m
pernohion untik mengajukan keberatan alas penolakan kej _ :
B - - | o= .._——_ ..Inf_ i
. Pemuhon dapal mengajukan senghefa informast ke Korms: SEUGEE
> fika pemohon informas fidak puas dengan jawaban afas R
vang diberikan oleh Atasan PPID maksimum 14 hari sewelal
tanggapan ditenma, |
6. PPID mempersiapkan bahan-bahan terkair sengketa mformasi.
a saat mformasi di Komisi Infarmasi PPID Dinas
7. Pada sast seugketa mformasi di Komusi nformast 0
Komunikasi dan Informatisa Kabupaten Pesisir Selatan Bk&ll:
didampingi oleh PPID Utama Kabupaten Pesigir Belatan untu
penyelesaian sengkets informasi.
‘ Umium | 1 gai n PPID Dinas Komunikasi dan
Pednmanlﬂmumuﬁhcdﬂhuse’bggmﬁmmnanP _ |
Informatikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
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